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- SURAT TUGAS
Nomor : 07/U/SK/FH -UBL/I11/2015

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-
UBL) Tahun 2015, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar
Lampung Menugaskan kepada :

Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.

NIDN : 0215056701

Jabatan Akademik : Lektor

Status : Dosen Tetap Yayasan UBL

Alamat : JI. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 4
(empat) bulan terhitung dari Tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 11 Juli
2015 dengan Judul : “Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam
Suatu Kelompok Perusahaan.”

Demikian Surat Tugas ini disampaﬁcan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta
penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan
Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
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ABSTRAK

ANALISISYURISDISTANGGUNGJAWAB ANAK PERUSAHAAN
DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN

Oleh :
Zulfi Diane Zaini

Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjadi wadah penggerak
setiap jenis kegiatan usaha. Kegiatan ussaha dengan membentuk suatu Perseroan
Terbatas merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan yang dijalankan
dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Permasalahan dalam penelitin ini adalah Bagaimana tanggung jawab anak
perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan?

Metode penelitian yang dirgunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara
mencari data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagal tehnik untuk mendapatkan
informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya
yang berkaiatan dengan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data
Sekunder, dan kemudian data sekunder tersebut diolah dan dianaisis dengan
menggunakan analisis Y uridis Kualitatif.

Kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum vyaitu Perseroan
Terbatas sebaga suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu kepastian
hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak dapat berjalan
sendiri dan hal tersebut yang membuat Perseroan Terbatas harus di kendalikan oleh
manusia atau orang perseorangan yang dalam ha ini dibentuk sebagai anggota
Direks yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar
pengadilan. Kemudian, status anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan
yaitu anak perusahaan sama halnya dengan perusahaan induk yang merupakan suatu
Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas yang mandiri dan terpisah dengan
Badan Hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk
Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang mandiri. Sedangkan
tanggung jawab anak perusahaan dalam menjalankan perusahaan dalam hal ini bukan
hanya tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dan kewagjiban yang
terdapat dalam Anggaran Dasar sgja, namun dalam hal melakukan kegiatan dengan
pihak ketiga anak perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan
induk.

Sebagal saran dalam penelitian ini bahwa Perusahaan induk lebih memperhatikan
kewenangan, hak dan kewagjiban anak perusahaan agar tidak selalu bergantung pada
perusahaan induk dengan cara lebih membiarkan anak perusahaan membuat
perjanjian dengan pihak ketiga selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan
Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi
wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Perusahaan adalah istilah ekonomi
yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya
disingkat KUHD, tetapi dalam KUHD tidak disebutkan secara resmi pengertian
perusahaan itu. Namun, dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan definisi perusahaan sebagai
“Perusahaandalah setigp bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerusdan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam

wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar
sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan
bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah
tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih
dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam
batas-batas tertentu.

Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan
topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan

'Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, him.1



perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap
suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan kelompok itu dianggap diperlukan untuk
mempercepat proses pembangunan perekonomian suatu negara.®

Hubungan yang terjadi antara para anggota dari perusahaan kelompok merupakan
suatu bentuk badan hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya suatu
keterkaitan kepemilikan atau keterkaitan dalam kebijakan menjalankan usaha baik
dalam hal organisas maupun dalam hal keuangan diperusahan tersebut. Dengan kata
lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral
dikelola dengan gaya dan pola yang sama. Akan tetapi bahwa perusahaan yang
terkait daam suatu perusahaan kelompok harus berstatus jelas, yang dimana
perusahaan tersebut harus berstatus hukum. Karena tidak menutup kemungkinan
anak perusahaan yang tidak tergolong dalam badan hukum pun dapat bergabung

didalam suatu perusahaan kelompok.

Daam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang
selanjutnya disingkat UUPT), menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat
rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak
ketiga) dalam mengantisipasi dampak negatif jalannya perusahaan tersebut, terutama

akibat perbuatan perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut UUPT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan
bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab
sgjauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya.

Kecuali misalnya direks pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari

2 Rita Dyah Widawati, Tesis : Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan yang
Dilakukan oleh Anak Perusahaan, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, him. 1 (Tidak
dipublikasikan)



kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan
kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu kelompok
perusahaan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain dalam hal hak dan kewgjiban
yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Mereka tidak dapat ikut bertanggung
jawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperbolehkan hak yang dihasilkan dari
hubungan hukum yang dibuat oleh saah satu anggota perusahaan dengan pihak
ketiga.®

Secara hukum, angota perusahaan kelompok tidak ada kaitannya dengan hak dan
kewagjiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan
yang berada dalam perusahaan kelompok yang dimiliki oleh pemilik modal yang
sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi.
Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu

kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut

mempunyai karakteristik tersendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul :
“ANALISISYURIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM

SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN?".
2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

2.1. Permasalahan Penedlitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan penelitian sebagai
berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum ?

® R.Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan
Praktek Monopoli, Liberty, Y ogyakarta, 2002, him.69



2. Bagaimana status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu

kelompok perusahaan ?

2.2. Ruang Lingkup Penelitian
Dari permasalahan di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum

bisnis dan hukum perusahaan yang berkaitan dengan :

1. Kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum
2. Status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok

perusahaan

3. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian

3.1. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganaliss kedudukan hukum Perseroan Terbatas
sebagai Badan Hukum

2. Untuk memahami dan menganalisis status hukum dan tanggung jawab anak

perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan

3.2. Kegunaan Penéellitian
Hasil dari pendlitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara teoristis
maupun seara praktis, yang antaralain :

1. Kegunaan Teoristis:



Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang
peran dan tanggung jawab dari anak perusahaan maupun induk perusahaan

dalam suatu kelompok perusahaan.

2. Kegunaan Praktis:

a. Hasll penelitian ini agar dapat memberikan masukan bagi pembaca untuk
mengetahiu status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu
kelompok perusahaan.

b. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memberikan rambu-
rambu yang tegas tentang tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak

perusahaan dan juga sebaliknya, anak perusahaan terhadap induk perusahaan.

4. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara
tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik
yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam

wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

mel akukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham



dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pel aksanaannya.

Menurut Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wagjib
Daftar Perusahaan, Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan

atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

Selanjutnya Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan, Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun
dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan

memperoleh keuntungan dan/atau | aba.

Bentuk Usaha adalah organisas usaha atau badan usaha yang menjadi wadah
penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.
Daam menjaankan perusahaan, suatu perusshaan dapat melaksanakan kegiatan
usaha dalam rangka mencari keuntungan. Adapun Kegiatan Usaha adalah berbagai
jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian,
perdagangan, perjasaan, dan keuangan (pembiayaan).*

Induk perusahaan sebagai perusahaan yang telah mendirikan anak perusahaan
tentunya telah mempunyai maksud dan tujuan untuk membentuk anak perusahaan.
Pembentukan anak perusahaan tersebut tidak terlepas dari tujuan perusahaan
mengembangkan sayap untuk membesarkan usaha dan keuntungan, dengan
membentuk anak perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai
tanggung jawab sendiri dan mandiri.’

Induk Perusahaan adalah usaha atau perusahaan yang memiliki satu atau lebih
perusahaan lain dan mengendalikannya melalui hak suara atas dasar persentase
kepemilikan saham pada tiap perusahaan yang bersangkutan, pada umumnya
perusahaan induk memiliki usaha tersendiri, namun apabila perusahaan induk tidak
memiliki usaha tersendiri, perusahaan induk seperti itu merupakan perusahaan grup
usaha (holding company).®

* Abdulkadir Muhammad, Op Cit, him.2
® Rita Dyah Widyawati, Op cit, him.29
®  http://mww.mediabpr .comvkamus-bisnis-bank/induk_perusahaan.aspx



Dalan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal,
pembentukan anak perusahaan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh
pelaku bisnis. Adapun Anak Perusahaan adalah perusahaan yang turut atau
sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh

modalnya dimiliki oleh perusahan lain atau induk perusahaan.’

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan
hak dan kewagjiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang
manusia. Oleh karena Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri, maka
keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun para pengurus perusahaan tersebut
berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan
Terbatas selaku persona standi in judicio. Layaknya sebuah badan hukum, maka
Perseroan Terbatas wajib memenuhi kewagjiban-kewajiban yang disepakatinya
berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya.®

Hubungan hukum perusahaan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan

tidak berbuat sesuatu, hal ini terdapat dalam Pasa 1234 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdt) yang berisikan “Perikatan
ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu”. Hubungan perusahaan ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1313
KUHPdt yang berisikan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dapat dijelaskan pula hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak
perusahaan didalam Undang-Undang tidak diatur secara khusus tentang perusahaan
kelompok. Hubungan hukum yang timbul antara induk dengan anak perusahaannya
merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak
perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak
perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu

anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai

7

http: //mww.mediabpr .com/kamus-bi snis-bank/induk _perusahaan.aspx

® Nike K. Rumokoy, Artikel : Pertanggung Jawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam
Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, him.2



pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tersebut antara lain : melakukan
penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman
pada perusahaan lain, melakukan perjanjian pada pihak ketiga. Segala sesuatu
tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus
mendapat persetujuan dari induk perusahaan.’

Induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan suatu perjanjian khusus.
Sebagal perjanjian, maka ketentuan syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt
berlaku juga sebagai perjanjian perusahaan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt,
menurut ketentuan tersebut terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian :

1. Kesepakatan parapihak (consesus)

2. Kewenangan berbuat (authority)

3. Objek tertentu (fixed object)

4. Kuasayang halal (legal cause)

Diantara hukum perikatan yang lahir dari Undang-Undang ada ikatan yang terjadi

karena adanya akibat suatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan

hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt yang berisikan “Tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian
tersebut”. Pertanggurjgwaban perbuatan itu tidak saja merupakan perbuatan sendiri

tetapi juga dari orang yang termasuk tanggung jawabnya seperti yang diatur dalam

Pasal 1367 yang berisikan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian

yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau

disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

° Rita Dyah Widyawati, Op cit, him.82-83



5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan
suatu penelitian guna dapat mengelolah data dan menyimpulkan data, serta
memecahkan suatu permasalahan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan

bebrapa tahap sebagi berikut :

1. Pendekatan Masalah

Daam pendlitian ini digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normative,
yakni dengan cara mencari data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagai tehnik
untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan

dan peraturan lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Daam penelitian ini memerlukan data atau ketarangan-keterangan yang terkait
dengan permasalahan pada penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
berupa Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan (Library
Research). Data ini diperoleh dengan cara mempelgari, membaca, mengutip
literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pkok

permasal ahan penéditian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.1. Prosedur Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, dalam hal ini penelitian
dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji buku-buku, peraturan

perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.



3.2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melaui tahapan-tahapan berikut :

a. Editing yaitu memeriksa dan mengkoreksi kembali data yang berguna atau tidak,
sehingga data yang telah terkumpul menjadi benar-benar bermanfaat dan mudah
untuk dipahami untuk menjawab permasal ahan dari penelitian.

b. Klasifikaas data yaitu penempatan data dan pengelompokan data atau
penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian.

c. Penyusunan data (Sistematisasi Data) yaitu data yang telah diperiksa dan telah
diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis sesuai urutan sehingga
mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interprestasi terhadap pokok

bahasan pendlitian.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan khususnya yang diperoleh dari hasil studi
kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis
kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan
pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat-perkalimat yang disusun
secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan yang
bersifat deduktif yakni pembahasan penelitian diuraikan secara umum dan kemudian
ditarik kesmpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan

peneltian yang ada.
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BAB 11
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
2.1. Konsep Badan Hukum

2.1.1. Pengertian Badan Hukum

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting didalam bidang
hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat
mempunyai wewenang tersebut. Secara umum subjek hukum diartikan sebagai
pendukung hak dan kewajiban,yaitu manusia dan badan hukum. ™

Disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan-badan atau
perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki
hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan
dan perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas
hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat menggugat dan digugat di muka

Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum
(Rechtspersoon) yang berarti orang (Persoon) yang diciptakan oleh hukum.**

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu Rechtspersoon,
juga merupakan terjemahan peristilahan Persona Moralis (Latin), Legal Persons
(Inggris). Selain diterjemahkan sebaga badan hukum, beberapa sarjana
menerjemahkan istilah Rechtspersoon menjadi Purusa Hukum (Oetarid Sadino),

Awak Hukum (St.K. Maikul Adil), Pribadi Hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi

1 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sstem Hukum Nasional, Prenada Media

Grup, Jakarta, 2008, him.40
' CST Kansil, Pengantar 11mu Hukum (Cetakan ke delapan), Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
him.216
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Purbacakara) dan sebagainya.*? Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Badan Hukum.

Badan Hukum merupakan perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat

bertindak sebagai subjek hukum, badan hukum juga dapat memiliki harta kekayaan,

mengadakan perjanjian dan sebagainya. Mengenai pengertian Badan Hukum, para

sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa pengertian badan

hukum menuntut para sarjana:

1.

Menurut E. Utrecht, Badan Hukum (Rechtspersoon), yaitu badan yang menurut
hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan,
bahwa badan hukum ialah setigp pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih
tepatnya yang bukan manusia.

Menurut R. Subekti, Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti
seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat
didepan Hakim.

Menurut R. Rochmat Soemitro, Badan Hukum (Rechtspersoon) ialah suatu badan
yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Badan Hukum yaitu badan yang disamping
manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan
mempunyai hak-hak, kewajiban-kewgjiban dan perhubungan hukum terhadap

orang lain atau badan lain

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan
hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :

2 Chidir Ali, Badan Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2011, him.14

12



Perkumpulan orang (organisasi);

Dapat melakukan perbuatan hukum (Rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan
hukum (Rechtsbetrekking);

Mempunyai harta kekayaan tersendiri;

Mempunyai pengurus;

Mempunyai hak dan kewajiban;

Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.®

o

-0 Qo

Daam pengertian pokok mengenai badan hukum, adalah segala sesuatu yang
berdasarkan tuntunan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui

sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2.1.2. Jenis-JenisBadan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum,
yang diberikan hak dan kewagjiban seperti manusia pribadi. Aneka Badan Hukum di
Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, wujudnya, dan jenis-
jenisnya.

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum
berdasarkan eksistensinya, yaitu :

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti badan-badan
pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara.

2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti Perseroan
Terbatas (PT), Koperasi.

3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat
ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).**

Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka Badan
Hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya. Berdasarkan wujudnya

badan hukum diklasifikasika menjadi dua macam, yaitu :

B Chidir Ali, Ibid, him.21
" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, him. 29
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1. Korporasi (Corporatie) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam
pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri.
Karena itu korporasi hukum ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan
tetapi mempunya hak-hak dan kewajiban-kewgjiban sendiri yang terpisah dengan
hak-hak dan kewagjiban-kewgjiban para anggotanya. Misanya : Perseroan
Terbatas, Koperasi, dan sebagainya.

2. Yayasan (Stichting) adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan
tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

Berdasarkan jenisnya badan hukum diklasifikasika menjadi dua macam, yaitu Badan
Hukum publik dan Badan Hukum privat.*®

1. Badan Hukum publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh
pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik.

Badan Hukum publik juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a) Badan Hukum yang mempunyai teritorial
Suatu Badan Hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau
menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal didalam daerah atau
wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari
Sabang sampa Merauke. Propinsi Jawa Barat, kotaprga-kotaprga masing-
masing mempunyai wilayah; selain itu ada juga badan hukum yang hanya
menyelenggarakann kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali,
waterschap di Klaten.

b) Badan Hukum yang tidak mempunyai teritorial
Adalah suatu Badan Hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk
tujuan tertentu sgja. Contohnya seperti Bank Indonesia, adalah badan hukum
yang dibentuk yang berwenang hanya untuk tujuan yang tertentu sgja. Badan
hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial atau teritorialnya sama
dengan teritorial negara.*®

2. Badan Hukum privat (keperdataan), yaitu Badan Hukum yang dibentuk oleh
pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan Hukum

perdataini mempunyai bermacam ragam tujuan keperdataan.

Dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu,
maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu

¥ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985,
him.58-59
¢ Chidir Ali, Op Cit, him.62-63
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a) Badan Hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan negara
yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) ; perusahaan
swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT)

b) Badan Hukum yang bertujuan memenuhi kesgjahteraan para anggotanya, yaitu
Koperasi

¢) Badan Hukum yang bertujuan bersifat ideal dibidang sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuann, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan
hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya. Termasuk dalam jenis ini adalaha
yayasan, organisasi keagamaan, wakaf.’

2.1.3. Syarat-Syarat Pembentukan Badan Hukum

Terdapat beberapa syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha dapat
dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada
hubungannya dengan sumber hukum. Sumber hukum tersebut terdiri atas sumber
hukum yang formal dan material. Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang
mengatur tentang syarat-syarat material pembentukan badan hukum, yang ada
hanyalah syarat formal, yaitu pembentukan badan hukum harus didirikan dengan
akta Notaris.

Tidak adanya ketentuan demikian, maka menurut Meyers (1948) doktrin ilmu hukum
menetapkan syarat-syarat itu ialah :

1. Adaharta kekayaan sendiri

2. Adatujuan tertentu

3. Ada kepentingan sendiri
4. Adaorganisas yang teratur *8

Menurut Meyers apabila suatu badan yang dibentuk itu mempunya empat syarat di
atas, maka badan tersebut dapat disahkan dan diakui sebaga badan hukum, badan
tersebut berstatus sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam

hubungan hukum.*®

" Abdulkadir Muhammad, Op Cit, him.30-31
8 Abdulkadir Muhammad, 1bid, him.31
% Abdulkadir Muhammad, 1bid, him.31
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Empat syarat tersebut diatas disebut sebagai syarat hukum material pembentukan
badan hukum. Sedangkan syarat formal adalah pembuatan akta Notaris atau
pembuatan Undang-Undang yang mel ahirkan badan hukum.

Pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian dan dapat pula
ilakukan dengan Undang-Undang. Pada badan hukum yang dibentuk dengan
perjanjian, status badan hukum itu diakui olehh pemerintah melalui pengesahan
anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Anggaran dasar itu adalah
kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya, misalnya pada Perseroan Terbatas,
pada Koperasi. Pada badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang, status

badan hukum itu ditetapkan oleh Undang-Undang, misalnya pembentukan Perum,
Perseroan, Perjan dan lain-lain.®

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

2.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Daam praktik sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.
Bahkan berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis
yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim
dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari Perseroan Terbatas di
Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perseroan

K omanditer, Koperasi dan lain —lain.*

Perseroan Tebatas merupakan persekutuan yang berbentuk Badan Hukum, dimana
badan hukum ini disebut dengaietseroan”. IstilahPerseroan pada Perseroan
Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri

dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung

2% Abdulkadir Muhammad, Ibid, him.32-33
> Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, him.1
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jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai
nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUHD beriNaamltze
Vennootschap” atau disingkat NV. Sesungguhnya t#dada Undang-Undang yang
secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah selbgamldze

Vennootschap” hingga harus disebut dengan Perseroan Terbatas (PT). Namun
sebutan perseroan terbatas itu telah menjadi baku dalam masyarakat.?

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang
membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki
sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan
dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat
dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan
suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa),
Persekutuan Komanditer (CV), Koperas dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas
merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian
yang paing tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan
ekonomi yang paling disukal saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang
bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya
(pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan
menjual seluruh ssham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.?

Dalam UUPT mendefinisikan Perseroan Terbatas (Persero) sebagai :

“ Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan
usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang -Undang ini serta peraturan

pelaksanaannya “.

> C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas, PT.Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, him.2

# Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1999, him.1
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Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat
dikemukakan :

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum

2. Didirikan berdasarkan perjanjian

3. Menjalankan usaha tertentu

4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang. *

Daam KUHD tidak satu pasa pun yang menyatakan perseroan sebagai badan
hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 (butir 1) bahwa
Perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat

keilmuan sebagai pendukung kewagjiban dan hak, antaralain memiliki harta kekayaan

sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas dapat
dibedakan menjadi : (1) PT Terbuka; (2) PT Tertutup; (3) PT Perseorangan.
1. PT Terbuka

PT Tebuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta
menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT
Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau
dewasa ini biasa disebut “PT yamp-public’. Dalam UUPT pengertian PT
Terbuka tercantum dalam Pasal 1 angka (6). Selain itu terhadap PT Terbuka juga

diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UUPT yang mengharuskan pada akhir
perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan
perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT".

2. PT Tertutup

PT Tertutup adalh PT yang didirikan dengan tidak menjua sahamnya kepada
masyarakat luas, yang berarti tidak setigp orang dapat ikut menanamkan
modalnya. Pengertian mengenai PT Tertutup dadam UUPT tidak ditemui. Ini
berarti PT Tertutup tidak termasuk dalam kriteria yang termuat dalam pasal 1
angka (6) UUPT.?®

* Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Ibid, him.7
» C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op Cit, him.4
* C.ST.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op Cit, him.4
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3. PT Perseorangan
PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh
seseorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian
PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat |ebih dari seorang pemegang
saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.?’
Setelah berlakunya UUPT maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi,
karena UUPT melarang hal demikian. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (5)
UUPT yang berisi: “Setelah Perseroan memperoletusstBadan Hukum dan
pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan terhitung segak keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau

Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.

Tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam Perseroan Terbatas
menurut UUPT, hal ini merupakan penegasan bahwa pada dasarnya Perseroan
Terbatas sebagal badan hukum yang dubentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu
memiliki lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Namun, terdapat pengacualian
terhadap Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diaman
saham-sahamnya berada pada satu tangan yaitu berada ditangan pemerintah melalui
Menteri Keuangan sebagal satu-satunya pemegang saham, ha tersebut diatur

tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.2.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Hukum Pertseroan Terbatas (PT), dimasa yang lau bernama Naamloze

Vennootschap (NV), mulamula diatur dalam KUHD pada Buku Kesatu, Titel

? C.S.T.Kansl dan Christine S.T. Kansil, Op Cit, him.5
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Ketiga, Bagian Tiga yang berjudul tentang Perseroan Terbatas. Terdiri dari Pasal 36
sampai Pasal 56, jadi hanya terdapat 26 Pasal sgja, sehingga benar-benar ssangat
singkat sekali.

Bertitik tolak dari singkatnya ketentuan yang mengatur perseroan dalam KUHD,
maka Pasal 1 KUHD sendiri menegaskan berlakunya KUHPerdata dalam bidang
hukum dagang. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD, KUHD sendiri merupakan
lex specialis (special law) berhadapan dengan KUHPerdata. Pengatutan perseroan
dalam KUHD, merupakan lex specialis atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan
(maatschap, partnership) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUHPerdata
maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain.?®

Hukum perseroan yang diatur dalam KUHD, merupakan ketentuan perdata khusus
yang mengatur hukum perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang timbul
khusus dari bidang perusahaan Perseroan Terbatas. Sedangkan hukum perikatan
yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata, merupakan aturan hubungan hukum

antara perseorangan yang satu dengan yang lain dalam segala bidang usaha sesuai

dengan kehendak dan kebutuhannya sendiri.

Setalah era kemerdekaan, ketentuan pasal-pasa daam KUHD mengalami
perubahan. Hal tersebut terjadi pada Tahun 1971 dengan keluarnya Undang-Undang
No.4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas K etentuan Pasal 54 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23). Perubahan yang terjadi tidak
terlampau signifikan, karena tidak ada penambahan lebih luas, tetapi hanya

mengubah ketentuan Pasal 54 sgja.

Pada Tanggal 7 Maret 1995, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 1995). UUPT 1995 terdiri

*® M.Y ahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him.22
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atas 12 Bab (Bab I-XII) dan terdiri atas 129 Pasal. Dalam Pasal 128 ayat (1) UUPT

1995 menegaskan, Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Tiga yang terdiri atas Pasal 36

sampai Pasal 56 KUHD yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala

perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan
tidak berlaku.

Alasan penggantian menurut konsideran UUPT 1995, antara lain:

1) Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan
Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesual lagi dengan
perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional
maupun internasional.

2) Menciptakan kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum
(rechtspersoon, legal persoon, legal entity).?

Selain pada konsideran yang dikemukakan diatas, dalam Penjelasan Umum juga

dikemukakan hal-hal berikut, antaralain :

1) Sarana umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatan
kemakmuran rakyat,

2) Untuk mencapal sasaran tersebut, sarana penunjang antara lain tatanan hukum

yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan

dibidang ekonomi.

Berdasarkan aasan-alasan yang dikemukakan menjadi aasan dasar motivas
diundangkannya UUPT 1995, sebagai pengganti ketentuan Perseroan yang ditur
dalam KUHD. UUPT 1995 tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari KUHD
maupun KUHPerdata. Kemudian pada Tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007)

» M.YahyaHarahap, Ibid, him.24
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sebagai pengganti UUPT 1995 Dasar alasan penggantian UUPT 1995 yang

dikemukakan dalam konsideran maupun dalam penjelasan umum, antaralain :

1) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi
ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.

2) Semua prinsip itu, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh
dalam rangka mewujudkan kesgahteraan masyarakat dalam rangka lebih
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan
yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era
globalisasi pada masa mendatang.

3) Perlu diadakan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang
dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

4) Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional,
perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang

disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Dasar alasan yang disebutkan pada konsideran dimaksud, diperjelas lagi dalam

Penjelasan Umum, antaralain :

1) Selama ini hukum perseroan telah diatur dalam UUPT 1995 sebagai pengganti
peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda;

2) Namun dalam perkembangannya, ketantuan UUPT 1995, tidak lagi memenuhi
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu

pesat, khususnya pada era globalisasi.

" M.Y ahyaHarahap, Ibid, hlm.26
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Kesempurnaan pelaksanaan UUPT 2007, dalam operasional masih membutuhkan

beberapa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Hal itu disebutkan dalam

pasal-pasal tertentu, sebagal berikut :

1.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor:
M-01-Ht.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengguan Permohonan
Pengesashan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data
Perseroan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia Nomor:  46/M-
DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat
|zin Usaha Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggjuan Dan
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan,

Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

2.2.3. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, suatu Perseroan harus mempunyai maksud

dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 ditegaskan maksud dan
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tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok”
perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yalagldin” oleh
perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

a. Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam Anggaran Dasar

b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.®
Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar
dilakukan bersamaan pada saat pembuatan Akta Pendirian, hal tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT yang menggariskan Akta Pendirian memuat
Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan.
Penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat
“imperatif’ (dwingendrecht, mandatory rule). Lebih lanjut sifat imperatif tersebut
dikemukakan dalam Pasa 9 ayat (1) huruf ¢ yang menyatakan: untuk memperoleh
Keputusan Menteri mengenal pengesahan badan hukum perseroan, perseroan harus
mengagjukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi formulir isian yang
memuat sekrang-kurangnya:

a. Namadan tempat kedudukan perseroan;

b. Jangkawaktu berdirinya perseroan;

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha persroan;

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

e. Alamat lengkap perseroan.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar

perseroan memegang peran “fungsi prinsipil”. Dikatakan memegang peran fungsi

1 M.YahyaHarahap, Ibid, hlm.36
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prinsipil kerena pencantuman dalam Anggaran Dasar merupakan landasan hukum
bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan
pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaks atau kontrak
yang mereka lakukan tidak menyimpang atau melampaui dari maksud dan tujuan
serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, Maksud
dan tujuan merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi
bisnis, serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi

melakukan kegiatan usaha.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dapat berubah. Perubahan maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dikualifikasikan sebagal perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan Keputusan persetujuan dari Menteri. Oleh karena
itu, agar perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usahan sah menurut hukum,
harus memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan Pasal 21 ayat (2) yang
menyatakan: perubahan anggaran dasar tertentu harus berupa:

a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c. jangkawaktu berdirinya Perseroan;

d. besarnyamodal dasar;

€. pengurangan modal;

f. ditempatkan dan disetor;

g. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Pasal 88 ayat (1) juga meyatakan: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
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seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih.besar”

Dalam UUPT Pasal 2 yang berisPefseroan harus mempunya maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusild&amibatasan itu dengan sendirinya
berisi larangan sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang baku, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,

tidak bertentangan dengan kesusilaan.
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BAB I11

KEGIATAN USAHA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN

3.1. Kegiatan Usaha Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan

3.1.1. Pengertian Induk Perusahaan

Adakalanya bsnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar
sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan
bisnisnya. Pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan
lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau
minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang
mandiri pula. Perusahaan pemilik ini disebu sebagai perusahaan induk (holding).
Perusahaan induk (holding) sering juga disebut dengan holding company, parent
company, atau controlling company. Yang dimaksud perusahaan induk (holding)
adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa
perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melaui pengelompokan

perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau
penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation).

Perusahaan induk (holding) juga merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk
memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau
lebuh perusahaan lain. Walaupun tidak selamanya suatu perusahaan induk (holding)
memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat

berbeda-beda.

%2 http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk
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Setidak-tidaknya prosedur pembentukan perusahaan induk (holding) dapat dilakukan
dengan tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur
terprogram. Pengjelasan lebih lanjut mengenai ketiga prosedur pembentukan

perusahaan induk (holding), sebagai berikut :*

1. Prosedur Residu
Daam prosedur residu, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-
masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi
perusahaan yang mandiri. Sementara itu, sisanya (residu) dari perusahaan asd
dikonversi menjadi perusahaan induk (holding) yang juga memegang saham pada
perusshaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada
Pembentukan perusahaan induk (holding) dengan prosedur residu dapat dilihat

dalam diagram, sebagai berikut :

! X
1.
X1 X2
' A B C
A 4 A 4 A 4
P 0 R
.
X3
\ A A 4 Y VvV VY
P R A B C
Keterangan Diagram :
X . Perusahaan asal
X1 . Bagian dari bisnis perusahaan asal yang tidak perlu dimandirikan

* Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2008, him.87
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X2 . Bagian dari bisnis perusahaan yang perlu dimandirikan

P, Q, R : Pecahan dari perusahaan X2 yang sudah mandiri

A, B, C: Perusahaan yang telah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang

sama/berhubungan dengan pemilik X, dan sahamnya akan dialihkan ke X

X3 : Perusahaan induk (holding) yang terbentuk akibat proses residu **

2. Prosedur Penuh
Prosedur penuh ini sebaliknya dilakukan apabila sebelumnya tidak terlalu banyak
terjadi  pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan
dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa
terkonsentrasi dalam suatu perusahaan induk (holding). Dalam ha ini, yang

menjadi perusahaan induk (holding) bukan sisa dari perusahaan asal, seperti pada

prosedur residu, melainkan perusahaan penuh dan mandiri.

Perusahaan mandiri calon perusahaan induk (holding) ini dapat berupa:

a. Dibentuk perusahaan baru, ataupun

b. Diambil saah satu dari perusshaan yang sudah ada, tetapi masih dalam
kepemilikan yang sama atau berhubungan, ataupun

c. Diskus perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetappi dengan
kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai kekaitan satu samalain.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :

TIPEA :

l. A B C D

1. X

* Munir Fuady, Ibid, him. 87
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I A B C D
. A
B C D
TIPEC:
I A B C Y
1 Y
A B C
Keterangan Diagram :
A,B,C,D . Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan yang samal/saling
berhubungan
X . Perusahaan baru dibentuk yang dipersigpkan untuk menjadi
perusahaan induk (holding)
Y :  Perusahaan lain dengan kepemilikan yang bedaltidak salaing
berhubungan
— :  Saham perusahaan anak yang dipegang oleh perusahaan induk
(holding)
Tipe A . Tipe pembentukan perusahaan baru
TipeB . Tipe pengambilan perusahaan yang sudah ada, tetapi masih dalam
kepemilikan yang sama atau saling berhubungan
TipeC . Tipe pengakusisi terlebih dahulu perusahaan yang sudah ada dan

dengan kepemilikan yang berlainan/tidak saling berhubungan *

3. Prosedur Terprogram
Sgjak semula orang-orang bisnis sudah sadar akan pentingnya perusahaan induk
(holding). Sejak awal mula sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan induk

(holding). Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya

* Munir Fuady, Ibid, him. 88
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adalah perusahaan induk (holding). Kemudian untuk setigp bisnis yang dilakukan,
akan dibentuk atau diakuisis perusahaan lain, dimana perusahaan induk (holding)
sebagal partner bisnis. Dengan demikian, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak
perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seirama dengan perkembangan bisnis
dari grup usaha yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut :
l. A

1. Al

Keterangan Diagram :

A : Calon perusahaan induk (holding)

Al : Perusahaan induk (holding)

B, C, D: Perusahaan baru dibenruk (anak perusahaan)

X,Y, Z : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang berbeda/tidak saling berhubungan
B, C, D : Memegang saham dari awal terbentuk perusahaan

X, Y i

Apabiladilihat dari segi usaha varias usahanya, suatu grup usaha konglomerat dapat
digolong-golongkan kedalam kategori sebagai berikut :

1. Grup Usaha Vertikal

Dalam grup ini, jenis-jenis usaha dari masing-masing perusahaan satu sama lain
masih tergolong serupa. Hanya mata rantainya sgja yang berbeda. Misalnya ada
anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduks bahan
setengah jadi, bahan jadi, bahkan ada pula yang bergerak dibidang eksport-import.
Jadi, suatu kelompok usaha menguasai suatu jenis produksi dari hulu ke hilir.
Untuk itu, dapat dilihat dari diagram berikut: *’

** Munir Fuady, Ibid, him. 90
> Munir Fuady, Ibid, him. 91
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A2 —

A3 —

A4 ——

Keterangan :

H : Perusahaan induk (holding)

A Perusahaan anak

. Grup Usaha Horizontal

Dalam grup usaha horizontal, bisnis dari masing-masing anak perusahaan tidak
ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dapat diskemakan

sebagai berikut:*®

. Grup Usaha Kombinasi

Ada juga grup usaha, dimana jika dilihat dari segi bisnis anak perusahaannya,
ternyata ada yang terkait dalam suatu mata rantai produksi (dari hulu ke hilir),
disamping ada juga anak perusahaan yang bidang bisnisnya terlepas dari satu
sama lain. Sehingga dalam grup tersebut terdapat kombinasi antara grup vertical
dengan grup horizontal. Diagram berikut ini menunjukkan bagaimana struktur
dari grup usaha kombinasi:*

** Munir Fuady, Ibid, him. 91
** Munir Fuady, Ibid, him.92
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Al ——

A2 —

A3

A4

A5 A6 A7 A8

3.2. Pengertian Anak Perusahaan

Anak perusahaan dalam urusan bisnis merupakan sebuah perusahaan yang
dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi. Perusahaan
yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan, korporasi, atau Perseroan Terbatas,
dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara,

dan pengendalian Perusahaan disebut induknya (atau induk perusahaan).

Sebuah perusahaan induk tidak harus menjadi perusahaan lebih besar atau “lebih
kuat”, itu mungkin bagi perusahaan induk untuk lebih kecil dari anak perusahaan,
atau induk perusahaannya dapat lebih besar dari beberapa atau seluruh anak
perusahaannya (jika memiliki lebih dari satu). Induk dan anak perusahaan tidak
selalu harus beroperasi di lokasi yang sama, atau mengoperasikan bisnis yang sama,
tetapi juga mungkin bahwa mereka bisa dibayangkan pesaing di pasar. Juga, karena
perusahaan induk dan anak perusahaan adalah identitas yang terpisah, sangatlah
mungkin untuk salah satu dari mereka untuk terlibat dalam proses hukum, kepailitan,
kenakalan pajak, dakwaan dan/atau dalam penyelidikan, sementara yang lain tidak.*

Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunya kedudukan
yang mandiri sebagai badan hukum, maka anak perusahaan mrupakan penyandang
hak dan kewagjiban sendiri, dan juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah

“ http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan

33



secara yuridis dengan harta kekayaan perusahaan induk (holding). Namun dalam
implementasinya pemisahan hak dan kewajiban tidak dapat dipertahankan secara
utuh, ha ini dikarenakan modifikasi-modifikasi hukum yang berkembang di
Indonesia.*!

Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak perusahaan induk (holding) dengan anak
perusahaan sangat bervariasi. Dalam grup yang berlaku prinsip sentralisasi, induk
perusahaan sangat jauh terlibat langsung sehingga anak perusahaan hanya
menjalankan tugas-tugas rutin sgja tanpa bisa menentukan keputusan. Tetapi dalam
grup desentralisasi anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar, misalnya
anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru.*?

Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya mempunyai
kewenangan untuk membuat perjanian sendiri tanpa campur tangan perusahaan
induk (holding), namun sebagai perusahaan grup yang sebagian besar sahamnya
dimiliki perusahaan induk (holding), suatu anak perusahaan yang berbentuk
perseroan terbatas dapat dikatakan bukanlah suatu perusahaan yang mandiri lagi
karena ikut campurnya perusahaan induk kedalam manajemen, keputusan bisnis
yang diambil oleh direktur sebaga pimpinan operasional perusahaan. Hal ini
merupakan salah satu kontrol dari perusahaan induk (holding), akan tetapi dengan
pembatasan tersebut dapat dikatakan sebenarnya anak perusahaan tersebut tidak

berwenang murni lagi untuk membuat perjanjian, karena adanya campur tangan

perusahaan induk (holding).

3.3. Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan

Hubungan-hubungan konsern biasanya diartikan dalam hubungan antara badan-
badan hukum terutama badan hukum yang berbentuk perseroan. Hubungan ini

apabila pimpinan perusahaan dari dua atau lebih perusahaan diusahakan agar antara

*I' Munir Fuady, Op Cit, him.14
> Munir Fuady, Ibid, him.15
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sesama perusahaan itu lebih kurang ada susunan yang erat secara ekonomis, finansial

dan organisasi.

Pembentukan perusahaan grup merupakan tujuan jangka panjang untuk pelaksanaan
program-program yang ditunjukan pada identifikasi dan eksploitasi hubungan antara
bisnis yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Disamping untuk
meningkatkan efisiensi dan daya saing, pembentukan perusahaan grup ini merupakan
upaya untuk mengantarkan perusahaan mencari dana sendiri dipasar modal dan

untuk meminimalisasi resiko dan pertanggung jawaban perusahaan.

Hubungan hukum yang timbul antara perusahaan induk (holding) dengan anak
perusshaan merupakan hubungan antara pemegang saham. Hubungan hukum
tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tersebut antara lain
adalah melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau
memb%i pinjaman pada perusshaan lain, melakukan perjanjian dengan pihak
ketiga.

Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhungan dengan anggaran
dasar harus mendapat persetujuan dari perusahaan induk (holding). Oleh karenanya
organisasi dan mangjemen perusahaan induk (holding) diatur sebagaimana layaknya
perseroan terbatas biasa yaitu didalam anggaran dasar perusahaan induk (holding).
Perusahaan induk (holding) melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan
sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar
anak perusahaan.*

Hubungan antara bagian-bagian konsern biasanya melalui penyertaan karena suatu
persetujuan manjemen, karena perusahaan kelompok menggunakan hubungan
konsern tidaklah merupakan syarat mutlak bahwa induk perusahaan memegang baik
secara langsung maupun tidak langsung seluruh modal anak perusahaan atau lebih
dari 50%, juga dalam penyertaan modal yang lebih kecil tidak tertutup kemungkinan
membentuk suatu hubungan kelompok.*

* RitaDyah Widawati, Op Cit, him.70
“  RitaDyah Widawati, Ibid, him.71
* RitaDyah Widawati, Ibid, him.71

35



Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu perusahaan yang secara yuridis
mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan demikian jelas bahwa dalam
suatu perusahaan kelompok ada salah satu perusahaan yang berkedudukan sebagai

pemimpin sentral untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang tergabung.

Walaupun perusahaan kelompok merupakan kesatuan ekonomi, namun secara
yuridis perusahaan-perusahaan dalam perusahaan kelompok masing-masing
merupakan badan hukum, sehingga hak dan kewajiban anak perusahaan tidak secara
otomatis menjadi hak dan kewgjiban perusahaan induk (holding). Dalam hubungan
ini, apabila suatu anak perusahaan yang aktifitas ekonominya telah berdiri sendiri
atau sudah dikhususkan maka apabila suatu saat mengahadapi keadaan-keadaan yang
sangat penting perusahaan induk (holding) tidak sulit untuk mengambil

kebijaksanaan karena hak dan kewajiban masing-masing perusahaan berbeda.

Jika dalam suatu perusahaan kelompok, perusahaan induk (holding) mengahadapi
keadaan bahwa usaha salah satu dari anak perusahaannya tidak berjalan dengan baik
dan menyebabkan perusahaan tersebut merugi maka perusahaan induk (holding)
dapat mengambil keputusan untuk menutup perusahaan tersebut. Meskipun
perusshaan kelompok secara ekonomis merupakan satu kesatuan, tetapi semua

Perseroan yang termasuk didalamnya tetap Badan Hukum tersendiri.

Transaksi-Transaks yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada pihak ketiga tidak
sekaligus mengikat perusahaan induk (holding) dan perusahaan yang tergabung
dalam suatu perusahaan kelompok. Dengan demikian perusahaan induk (holding)
tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban anak perusahaan kepada pihak

ketiga. Akan tetapi apabila anak perusahaan memperoleh kredit dari pihak ketiga,
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maka secara yuridis perusahaan induk (holding) mengalami keterkaitan yang muncul
karena perusahaan induk (holding) ikut bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari

pihak ketiga karena perusahaan induk (holding) sebagai pemegang saham.
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BAB IV

ANALISISYUIRIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN
DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN

4.1. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang sempurna, baik sebagal
kesatuan ekonomi maupun sebaga kesatuan hukum. Perseroan Terbatas sebagai
kesatuan ekonomi ditata oleh hukum agar dapat berfungsi dan bertanggung jawab
secara sempurna pula. Sebaliknya, Perseroan Terbatas sebagai kesatuan hukum
mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, yaitu sebaga subyek hukum yang
dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewgjiban didalam

lalu lintas hukum.

Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum melahirkan keberadaan Perseroan
Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para
pemegang sahamnya. Berbeda dengan manusia, Perseroan Terbatas merupakan suatu
Artificial Person, yaitu kepribadian hukum yang dimana suatu Badan Hukum
memiliki status yang sama dengan manusia pribadi, namun suatu Badan Hukum
tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ada yang mewakilinya, maka
Perseroan Terbatas hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara

manusia sebagai wakilnya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu konstruks yuridis yang berdasarkan kebutuhan

masyarakat yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.
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Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu
kepastian hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak dapat
berjalan sendiri dan hal tersebut yang membuat Persercan Terbatas harus di
kendalikan oleh manusia atau orang perseorangan yang dalam hal ini dibentuk
sebagal anggota Direks yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam
maupun diluar pengadilan. Jadi yang harus mewakili Perseroan Terbatas didalam
maupun diluar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Adapun dalam
menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannya untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum dapat memiliki
segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan. Pengecualian
terjadi untuk hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan orang
perseorangan seperti yang diatur dalam Buku Pertama KUHPerdata dan sebagian

dari Buku Kedua KUHPerdata tentang kewarisan.

Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas menentukan sampai dimana organ
Perseroan Terbatas tersebut dapat bertindak menurut hukum sebagai perwakilan dari
badan hukum dan dengan jalan sebagaimana para profesiona yang duduk dalam
organ Perseroan Terbatas. Anggaran dasar merupakan hukum positif bagi suatu
Perseroan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi
dapat dibatalkan. Dalam Perseroan Terbatas terdapat prinsip pemisahan fungsi serta
tugas pemegang saham dan pengurus atau direksi. Organ Perseroan merupakan suatu
lembaga tersendiri yang kedudukannya terpisah dari pemegang saham. Organ

Perseroan tersebut dapat juga melepaskan pendiri atau pemegang saham Perseroan
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dari bertindak sebagai pengurus Perseroan menjadi memiliki suatu otonom
kepengurusan yang terpisah dari jabatannya selaku pendiri atau pemegang saham
Perseroan. Selama masing-masing organ Perseroan dapat berperan dengan baik maka
Perseroan akan berjalan dengan baik dan para pemegang saham akan terjamin

kepentingannya dalam Perseroan.

Prinsip tersebut bersumber dari ketergantungan Perseroan Terbatas kepada Direks
sebagai organ yang oleh Undang-Undang dipercayakan dengan kepengurusan
Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan sebab bagi keberadaan Direksi,
karena apabila tidak ada Perseroan Terbatas maka juga tidak perlu ada Direksi. Oleh
karenaitu, tidak salah bila dikatakan bahwa Perseroan Terbatas dan Direks terdapat
hubungan fidusia yang melahirkan fiduciary duities bagi Direksi. Fiduciary Duities
merupakan suatu ikatan bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan harus didasari
pada kepercayaan dan itikad baik, antara pemilik perusahaan atau pemegang saham

dengan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas.

Kedudukan Direksi dalam UUPT diatur dalam Pasal 92 sampai Pasal 121, dimana
dijelaskan bahwa tanggung jawab Direksi sangat tinggi, tidak hanya bertanggung
jawab terhadap ketidak jujuran yang disengaja, tetapi juga bertanggung jawab secara
hukum terhadap kelalaian atau kegagalan yang dapat membuat Perseroan tersebut

bangkrut.

Didalam hukum Perseroan Terbatas juga dikenal prinsip Ultra Vires (pelampauan
kewenangan), ini merupakan prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya
tindakan Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas melebihi atau melampaui

kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Konsekuensi
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dari tindakan tersebut, akan menyebabkan perbuatan itu tidak sah dan batal demi
hukum dan jika ada pihak yanng dirugikan maka pihak yang bertanggung jawab

adalah Direksi.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, diatur dalam
Pasal 4 UUPT yang berbunyi: “terhadap perseroan berlaku Ustdladeng ini,
anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain
UUPT, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undanga yang terkait dengan
keberadaan dan jalannya Perseroan Terbatas antara lain peraturan perbankan,

peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Namun tidak seluruh ketentuan yang ada dalam UUPT dan Anggaran Dasar
dijalankan dengan baik oleh suatu Perseroan Terbatas, terkadang suatu Perseroan
Terbatas memiliki aturan-aturan tersendiri diluar Anggaran Dasar yang harus
dipatuhi oleh seluruh organ Perseroan, dan hal tersebut tetap dianggap sah menurut
hukum selagi tidak melampaui aturan yang ada dan tidak melanggar Undang-
Undang.

4.2, Status Hukum Dan Tanggung Jawab Anak Perusahaan Dalam Suatu

Kelompok Perusahaan

4.2.1. StatusHukum Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan

Seperti halnya perusahaan induk yang merupakan suatu Badan Hukum yang berupa
Perseroan Terbatas yang mandiri dan terpisah dengan Badan Hukum lainnya, maka
anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan

badan hukum yang mandiri. Sebagai Badan Hukum, maka anak perusahaan
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merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri dan memiliki harta kekayaan

sendiri yang secara yuridis terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya.

Berdasarkan prinsip kemandirian Badan Hukum, pada prinsipnya secara hukum
maka perusahaan induk dalam kedudukannya sebagai perusahaan induk tidak
mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri mangemen anak perusahaannya.
Ketelibatan perusahaan induk terhadap bisnis anak perusahaan hanya dimungkinkan
daam hal melalui Direktur dan Komisaris yang diangkat oleh perusahaan induk
sebagai pemegang saham, dan melalui hubungan yang kontraktual segjauh tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan.

Secara teoristis dapat dibedakan antara kewenangan perusahaan induk dengan anak
perusahaan dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari suatu perusahaan. Kewenangan
merupakan suatu kepercayaan yang diberikan untuk perusahaan melakukan
perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Terhadap kewenangan, kewgjiban dan hak
perusahaan induk dengan anak perusahaan sangat bervariasi. Dalam perusahaan grup
yang berlaku prinsip sentralisasi, perusahaan induk sangat jauh terlibat langsung
sehingga anak perusshaan hanya menjalankan tugas-tugas rutin sga tanpa bisa
menentukan keputusan. Tetapi dalam perusahaan grup desentralisasi, anak
perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar, misalnya anak perusahaan diberi

otonomi untuk membuka usaha baru.

Di Indonesia dalam perusahaan grup pengaruh pemilik masih sangat besar, anak
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya memiliki kewenangan
untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur tangan dari perusahaan induk,

namun sebagian perusahaan grup yang sebagian besar sshamnya dimiliki oleh induk
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perusahaan, suatu anak perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan
Terbatas dapat dikatakan bukanlah suatu perusahaan yang mandiri lagi karena ikut
campurnya perusahaan induk terhadap manaemen, keputusan bisnis yang diambil
oleh Direktur sebagai pimpinan operasional perusahaan, dan masih sering terjadi
dalam perusahaan grup untuk pengangkatan Direktur masih langsung dipilih oleh
pemilik perusahaan dan Direktur tersebut ditempatkan diperusahaan yang

dianggapnya sesuai dengan bidang keahliannya.

Dengan demikian, apabila Direktur dipilih langsung oleh pemilik perusahaan, secara
tidak langsung Direktur hanya merupakan boneka dari pemilik perusahaan dalam arti
Direktur dalam menjalankan perusahaannya hanya menuruti keinginan dari pemilik
perusshaannnya tersebut. Jadi sebaga anak perusahaan yang Berbadan Hukum
Perseroan Terbatas dapat dikatakan kemandiriannya sudah tidak ada lagi karena
kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendapatkan
kredit guna kepentingan perusahaan dipengaruhi atau masih diatur oleh perusahaan

induknya.

Namun dalam kelompok perusahaan tertentu, dapat ditemukan bahwa sebagian anak
perusshaan tidak mempunya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
karena kedua perusahaan tersebut sepenuhnya bergantung dari induk perusahaannya.
Namun sebagian lagi anak perusahaan mempunya kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum sendiri tanpa ikut campur perusahaan induk, hal tersebut
dikarenakan anak perusahaan sudah berdiri lebih dahulu sebelum menjadi anak
perusahaan dari perusahaan induk atau sudah jauh berkembang dari anak perusahaan

yang lainnya.
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Hal tersebut yang membuat perusahaan induk sebagian memberlakukan prinsip
sentralisasi pada anak perusahaannya yang dianggap belum layak untuk dilepas
sendiri kepengurusannya karena masih sangat tergantung pada perusahaan induk, dan
sebagian memberlakukan prinsip desentralisasi pada anak perusahaan karena anak
perusshaan dianggap sudah jauh berkembang dan mampu mengembangkan

perusahaannya walau masih didalam pengawasan dari perusahaan induk.

4.2.2. Tanggung Jawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan

Sebagal perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, setiap
perusahaan yang melakukan perjanjian maka perusahaan itulah yang harus
memenuhi segala isi dalam perjanjian tersebut dengan segala konsekuensinya.
Berkaitan dengan sifat status hukum dari anak perusahaan yang mandiri maka
kewajiban yanng timbul sebagai akaibat suatu perjanjian yang diadakan anatara anak
perusahaan dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak
menuntut terhadap perusahaan induk dan perusahaan anak lainnya untuk melakukan
kewajiban-kewajiban dalam perjanjian yang dibuat bersama anak perusahaan yang

bersangkutan.

Tanggung jawab anak perusahaan dalam hal ini bukan hanya tanggung jawabnya
dalam menja ankan kewenangan dan kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar
sgja, namun dalam ha melakukan kegiatan dengan pihak ketiga anak perusahaan
juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan induk, walau secara yuridis
seharusnya induk perusahaan tidak ada hak untuk ikut campur dalam perjanjian yang

dilakukan oleh anak perusahaan.



Menurut Bapak Ari, jika induk perusahaan dapat menjadikan anak perusahaannya
sebagai jaminan hutang, dalam hal anak perusahaan yang melakukan perjanjian pada
pihak ketiga anak perusahaan hanya dapat menjadikan sebagian sahamnya sebagai
jaminan hutang, karena sabagian lagi ssham anak perusahaan merupakan saham dari
perusshaan induk dan hal tersebut tidak bisa dijadikan jaminan. Namun dalam
perjanjian kredit yang berjumlah besar, biasanya pihak ketiga tidak hanya meminta
sebagian saham anak perusahaan sgja yangn menjadi jaminan namun biasanya pihak
ketiga meminta adanya penjamin dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini anak anak
perusahaan dapat memintaizin perusahaan induk sebagal penjamin dalam perjanjian
tersebut. Hal tersebut jelaslah menjadi tanggung jawab yang besar bagi anak

perusahaan karena terlibatnya perusahaan induk sebagi penjamin.

Dalam prinsip tanggung jawab secara hukum anak perusahaan kepada perusahaan
induk hanyalah semata-mata menjalankan kewagjiban yang tertera dalam Anggaran
Dasar dan hal-hal lain yang diatur sendiri oleh perusahaan induk. Karena tidak dapat
dipungkiri 95% anak perusahaan diharuskan tunduk pada perusahaan induk sebagai
pemegang saham. Jadi tanggung jawab yang harus dijalani Iebih dititik beratkan pada
penjalanan tugas anak perusahaan tersebut untuk membantu memajukan perusahaan
kelompok tersebut dan menjaga harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut agar
tetap stabil dan tidak mengalami kerugian. Jika suatu anak perushaan mulai goyang
atau mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada saham yang
dimiliki oleh perusahaan induk, dan perusahaan induk dapat dibebani kewajiban

untuk pelunasan kredit anak perusahaan pada pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan
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perusahaan grup secara keseluruhan merupak suatu kesatuan ekonomi yang kuat,

baik terhadap investasi maupun terhadap manajemen perusahaan.

Walau dalam teorinya anak perusahaan yang merupakan Perseroan Terbatas yang
mandiri dan memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur
tangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki kewenangan untuk
membuat usaha sendiri diluar perusahaan grup. Namun dalam praktiknya, anak
perusshaan dari perusahaan grup didalam Anggaran Dasar dibuat batas-batas
kewenangan dari anak perusahaan, misalnya dalam membuat perjanjian dengan
pihak ketiga harus dengan persetujuan dari perusahaan induk. Hal ini merupakan
salah satu kontrol dari perusahaan induk, akan tetapi dengan adanya pembatasan

tersebut, anak perusahaan tidak murni lagi sebagai Perseroan Terbatas yang mandiri.

Hal tersebut yang membuat tanggung jawab anak perusahaan hanya sebatas
penjalanan tugas anak perusahaan tersebut untuk membantu memajukan perusahaan
dan menjaga harta kekayaan perusahaan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat

membuat perusahaan menjadi bangkrut.
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BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik

kesimpulan dari permaslahan, yaitu :

1. Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum melahirkan keberadaan Perseroan
Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari
para pemegang sahamnya. Berbeda dengan manusia, Perseroan Terbatas
merupakan suatu Artificial Person, maka Perseroan Terbatas hanya dapat
melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya
Perseroan Terbatas sebagal suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu
kepastian hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak
dapat berjalan sendiri dan hal tersebut yang membuat Perseroan Terbatas harus di
kendalikan oleh manusia atau orang perseorangan yang dalam hal ini dibentuk
sebagal anggota Direksi yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas

didalam maupun diluar pengadilan.

2. Status hukum dari anak perusahaan sama halnya dengan perusahaan induk yang
merupakan suatu Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas yang mandiri
dan terpisah dengan Badan Hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada
umumnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang

mandiri. Sebagai Badan Hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang
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hak dan kewagjiban sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri yang secara
yuridis terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya. Terhadap kewenangan,
kewajiban dan hak perusahaan induk dengan anak perusahaan sangat bervariasi.
Dalam perusahaan grup yang berlaku prinsip sentralisasi, perusahaan induk sangat
jauh terlibat 1angsung sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas-tugas
rutin sgja tanpa bisa menentukan keputusan. Tetapi dalam perusahaan grup
desentralisasi, anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar, misalnya
anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru, dan Tanggung jawab
anak perusahaan dalam menjalankan perusahaan dalam hal ini bukan hanya
tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang terdapat
dalam Anggaran Dasar sgja, namun dalam hal melakukan kegiatan dengan pihak
ketiga anak perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan induk,
walau secara yuridis seharusnya induk perusshaan tidak ada hak untuk ikut

campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan agar :

a. Perusahaan induk lebih memperhatikan kewenangan, hak dan kewgjiban anak
perusahaan agar tidak selalu bergantung pada perusahaan induk dengan caralebih
membiarkan anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak ketiga selama
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran
Dasar Perusahaan.

b. Bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup dapat
terbuka satu sama lain, baik itu dalam melakukan kredit pada pihak ketiga

maupun melakukan perjanjian-perjanian lainnya dengan pihak ketiga. Agar
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apabila terjadi suatu wanprestasi, perusahaan induk tidak serata merta
bertanggung jawab hanya karena kedudukannya sebagai perusahaan induk dan

pemilik sebagian besar saham anak perusahaan.
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